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POSO, MERCUSUAR - Penyertaan modal untuk Bank
Sulteng dari Pemerintah Kabupaten Poso selama beberapa
tahun terakhir ternyata menjadi salah satu temuan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK meniki penyertaan
modal tersebut melanggar karena belum memiliki payung
hukum.

“Memang seperti itu, penyertaan modal ke Bank Sulteng
menjadi salah satu temuan BPK,” ujar Wakil Ketua Komisi
I DPRD Poso Burhanuddin Hamzah belum lama ini.

Temuan BPK dikarenakan penyertaan modal yang
diberikan ke Bank Sulteng belum dilandasi peraturan daerah.
“Justeru saat ini kami di dewan sedang mempersiapkan
peraturan daerah dimaksud” tandas Burhan.

Dijelaskan, penyertaan modal ke Bank Sultengsudah
dilakukan sejak tahun 1994 dengan rata-rata Rp1 miliar
setiap tahunnya. “Dengan sistem multi years hingga tahun
2015 mendatang,” ambahnya.

Jumlah dana penyertaan modal yang menjadi temuan
BPK sesuai hasil audit terhadap laporan hasil :
pemeriksaan tahun 2011 menurut Burhan sebesar Rp 7
miliar. “Karena itu kita sedang siapkan payung hukumnya
agar ke depan tidak lagi menjadi temuan BPK,” timpalnya.

Namun dia mengakui, pimpinan Banleg Poso sudah
melakukan koordinasi dengan pimpinan Bank Sulteng di
Palu terkait persiapan Perda yang mengatur dana
penyertaan tersebut

Temuan BPK ini ditengarai menjadi salah satu kendala
Kabupaten Poso memperoleh opini wajar tanpa
pengecualian dari BPK perwakilan Sulteng, uwy




